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KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  

TERPADU SATU PINTU DAERAHKABUPATEN MOROWALI UTARA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, 
tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh 

pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

pada  Dinas   Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu dan dalam rangka mewujudkan sistem 

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-

asasumum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, 
terpenuhinya hak-hal masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan 

partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar 

pelayanan publik; 

b.  bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu 
ditetapkan Standar Pelayanan Publik Dinas Penanaman   

Modal   dan   Pelayanan   Terpadu   Satu   Pintu dalam 

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali Utara. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2074 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian sebagaiman telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari 
Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

 

 
 



 
 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5036); 

 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi 

Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5414); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

74); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175 ); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata 

Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3866 ); 

  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik; 

  9. Peraturan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Standar Pelayanan; 

  10. Peraturan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik;  

  11. Peraturan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali 

Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara 

(Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Morowali Utara Nomor 37). 

  12. Bupati Morowali Utara Peraturatan Bupati Morowali Utara 

Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan 

Organisasi Dinas Daerah. 

  13. Peraturatan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2018 

tentang Tugas, Funsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. 



 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

KESATU : Standar Pelyanan Publik Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaiman tersebut dalam 

Lampiran Keputusan ini; 

KEDUA : Standar Pelyanan Publik Dinas Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaiman dalam Diktum 

KESATU meliputi : 

1. Jenis Pelayanan; 
2. Prosedur; 

3. Waktu Pelayanan; 

4. Biaya/Tarif; 
5. Produk; 

6. Pengelolaan Pengaduan. 

 

KETIGA : Standar Pelyanan Publiksebagaiman dimaksud dalam Diktum 

KEDUA digunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan 

oleh Petugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu;  

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal  ditetapkan, 

dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata 

terdapat  kekeliruan  dalam  penetapan  ini  akan  diubah  
dan diatur kembali sebagaimana mestinya. 

 

 Ditetapkan di : Kolonodale 

   Pada tanggal : 11  Januari 2021 

 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 

Kabupaten Morowali Utara 

 
 

 

 
GUNAWAN, ST, MT 

Pembina, IV/a 

NIP. 19760125 200312 1 012 
 

 

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth : 
1. Bupati Morowali Utara Sebagai Laporan 

2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara. 
 


